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PENEGAKAN HUKI]M TERHADAP PRAKTIK PENANGKAPAN IKAN

SECARA ILEGAL DI PERAIRAN SULAWESI UTARA

OIeh
Cornelis Djelfie Massie, SH., MH

Abstrak

Kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan telah
mendapat pengakuan luas oleh masyarakat internasional melalui Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Kondisi negara

kepulauan Indonesia yang luas wilayah perairannya memerlukan penegakan

hukum yang efektifterhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi seperti di
bidang keimigrasian, penyelundupan kuyo, pembuangan limbah di laut serta

penangkapan ikan illegal. Kondisi dan luasnya kepulauan Indonesia tersebut

berimplikasi juga pada lokus dan obyek penelitian. Untuk itu fokus penelitian ini
dibatasi pada analisis pelanggaran hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan
secara illegal di perairan Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode

analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun banyaknya
kendala dalam penegakan hukum, tetapi instrumen penegakan hukum terhadap
praktik penangkapan ikan secara illegal di perairan provinsi Sulawesi Utara perlu
dilaksanakan secara maksimal.

BABI. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sejak . diumumkannya
Deklarasi tanggal 13 Desember 1957
Pemerintah Indonesia terus
memperjuangkan agar konsepsi
hukurn negara kepulauan diterima
dan diakui masyarakat
internasional.2l Perjuangan tersebut
akhirnya telah menghasilkan
pengakuan masyarakat internasional
secara universal yaitu dengan

diterimanya pengaturan mengenai
asas dan rezim hukum negara

21 Hasbullah F. Sjawie, Konsep Negara
Kepulauan Pada Konferensi Hukum Laut
Tahun 1958 dan Tahun 1960, Hukum dan

Pembangunan, No.2 Tahun )OilX APril
7999, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Hlm. 131

kepulauan (Archipelagic State)
dalam Bab IV Konvensi Perserikatan
Bangsa-Banglp tentang Hukum Laut
Tahun 1982." Konvensi tersebut
telah diratifikasi oleh Pemerintah
dengan Undang- undang Nomor 17

Tahun 1985 tentang Pengesahan

United Nations Convention on the
Law of the Sea.z3 Perubahan

kedudukan Negara Republik
Indonesia sebagai negara kepulauan

22 Chairul Anwar, 1989. Huhm
hterunsional Horizon Baru Hukum Laut
Internasional Konvensi Hukum Lqut 1982,

Penerbit Djambatan, Jakarta. Hlm. 137.

" Undarrg Undang No. 17 Tahun 1985

Tentang Pengesahan United Nations
Convention On The Law Of The Sea

(Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa

Tentang Hukum Laut) 1982.
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membawa implikasi yang sangat luas

tidak saja terhadaP kePentingan

nasional, tetaPi juga terhadaP

kepentingan internasional di perairan

Indonesii. 24 Pengakuan dunia

intemasional terhadap asas negara

kepulauan sebagai Penjelmaan
aspirasi bangsa Indonesia, membawa

konsekuensi bahwa Indonesia juga

harus menghormati hak-hak

masyarakat intemasional di perairan

yang kini meqjadi perairan nasional,

terutama hak lintas damai dan hak

lintas alur laut kepulauan bagi kapal-

kapal asing.2s
Berkaitan dengan Penegakan

hukum di wilaYah Perairan
Indonesia, tentunya didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang

berlaku, berkaitan dengan perairan

Indonesia. Kondisi rregaru kepulauan

Indonesia yang luas wilaYah

perairannya melebihi daratan

memerlukan Penegakan hukum Yang
efektif mengingat kondisinya rawan

terhadap penangkapan ikan illegal.'"
Berdasarkan data dari

Kepolisian Negara RePublik
Indonesia Daerah Sulawesi Utara

Direktorat KePolisian Perairan

Daftar Penanganan Perkara Dit Pol

AirPolda Sulut Tahun 20A9,20t0
dan 2011, Perairan Sulawesi Utara

termasuk wilaYah Yang rawan

terhadap berbagai bentuk
pelanggaran hukum, perlanggaran di
bidang keimigrasian, dokumen Yang

diperlukan untuk PelaYaran,
penyelundupan kayu, dan barang-

barang lainnya tanPa izin,
penangkapan ikan menggunakan

2a Hasbullah F. Sjawie, I b i d
" Pen;elasan Atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
26Ibid.

bom, pembuangan limbah di laut,

kondisi kapal akan mengalami

kecelakaan tetapi tidak memberikan
pelaporan.

Pemancingan ikan Yang

sifatnya destruktif dan illegal yang

pelakunya bukan penduduk setempat,-d"ngu, 
mengpunakan bom ikan

(bomb fishing).''
B. Perumusan Masalah

1. Instrumen Penegakan hukum

terhadaP Praktik PenangkaPan
ikan ilegal di Perairan
provinsi Sulawesi Utara

belum dilaksanakan secara

maksimal !

2. BanyaknYa kendala dalam

penegakan hukum terhadaP

praktik PenangkaPan ikan

ilegal di Perairan Provinsi
Sulawesi Utara'

C. Tujuan Khusus Penelitian
1. Untuk mengetahui Penegakan

hukum terhadaP Praktik
penangkaPan ikan ilegal di
perairan Provinsi Sulawesi

Utara.
2. Untuk mengetahui kendala-

kendala dalam Penegakan
hukum terhadaP Praktik
penangkaPan ikan ilegal di
perairan Provinsi Sulawesi

Utara. \
D. Urgensi (Keutamaan)

Penelitian
Kewenangan Penegakan

hukum terhadaP Praktik
penangkapan ikan secara ilegal di

wilayah perairan Sulawesi Utara

meliputi kewenangan Penanganan
terhadap kasus-kasus pelanggaran

2? Brian R. Crawford. 2004. Compliance and

Enforcement of Community-Based Coastal

Resource Management Regulations in North
Sulawesi, Indonesia. Coastal Management'

32'. 5.
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yang terjadi di wilayah ini. Hal ini
didasarkan pada ketentuan hukum
intemasional yarLg menegaskan
bahwa negara-negar a pantai (C oastal
states) memiliki sejumlah
kepentingan yang dilindungi di
wilayah perairan yang berdekatan
dengannya. Kewajiban utama negara
pantai (coastal state) untuk
pengelolaan sumber daya perikanan
di ZEE (Zona Ekonomi Ekskulusif),
diatur dalam pasal 6fB dan 62
Konvensi Hukum Laut PBB (KHL-
PBB). 2e

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Wilayah Perairan

Indonesia
Dari sekian banyak definisi

yang dikemukakan para ahli, ada satu
patokan, standar atau unsur
tradisional dari suatu entitas untuk
dinamakan sebagai negara yang
tercantum dalam Pasal I Montevidoe
(Pan American) The Convention on
Rights and Duties of State of 1933.30

28 Pasal 61 KHL-PBB tentang konservasi
sumber kekayaan hayati yang antara lain
mengharuskan negara pantai menentukan
jumlah tangkapan sumb6r kekayaan hayati
dalam zona ekonomi eksklusifrrya, termasuk
tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang
bedebihan, memelihara atau memulihkan
populasi jenis jenis ikan di zona ekonomi
eksklusif.
2e Pasal 62 KHL-PBB tentang pemanfaatan
sumber kekayaan hayati yang antara laia
mengharuskan negara pantai menggalakkan
tujuan pemanfatan yang optimal sumber
kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif
tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.

'uJawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar.
2006. Hukum Intenrusionql Kontemporer.
Bandung : PT. Refika Aditama. hal. 105

@ikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto
Iskandar. dari: C.H.M Wadloclq Brierly's
Law of Nations, Oxford: Oxford University
Press, 1963, h. 126).

Pasal tersebut berbunyi sebagai
berikut "negara sebagai subjek
hukum internasional harus memiliki
(a) Penduduk tetap; (b) wilayah
tertentu; (c) Pemerintahan; dan (d)
kapasitas untuk berhubungan dengan
negara lain.3i Wilayah:
"bagian muka bumi tertentu yang
dijadikan tempat utama bagi warga
negara untuk melaksanakan
organisasi rregara, menjadi tempat
untuk menjalankan tugas dalam
usaha mencapai tujuannya"."
Wilayah bagi sebuah negata modern
telah menjadi hal yarry sangat
esensial. Kenyataan ini tidak terlepas
dari konsepsi negara modern yang
mendasarkan pada konstruksi
perjanjian Westphalia 1648. Hal
mana dalam pe{anjian perdamaian
Westphalia tersebut apabila dipahami
secara keseluruhan telah memberikan
dasar-dasar bag, terbentuknya
negara-negara yang berdaulat penuh
untuk melaksanakan kedaulatannya
dalam batasan-batasan yang
didasarkan pada kewilayahan. 3 3

Kedaulatan merupakan salah
satu prinsip dasar bagi terciptanya
hubungan internasional yang damai.
Yang dimaksud dengan kedaulatan
atas wilayah adalah kewenangan
yang dimiliki suatu negara untuk
melaksanakan kewenangannya

311trr4 
lOikutip oleh Jawahir Thontowi dan

Pranoto Iskandar. dari: S. Tasrif, Hukum
Internasional tentang Pengakuon Dalam
Teori dan Prafuek. Bandung : Abardin. h.
10).
32Anonim. 2008. Kamus Hukum. Bandung :

Penerbit Citra Umbara. hal. 516.
33Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar.
Op.cit. hal. 108 (Dikutip oleh Jawahir
Thontowi daa Pranoto Iskandar, dari: David
J. Harris, Cases and Material on
Interuationol Law. London: Sweet and
Maxwell, I983, h. 108.).
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sebatas dalam wilayah-wilayah yang

telah menjadi bagian dari

kekuasaannya.3a
Undang-Undang RePublik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1996

tentang Perairan Indonesia, Pasal 1

menyatakan Negara KeRula111

adalah negara yang seluruhnya terdiri

dari satu atau lebih kePulauan dan

dapat mencakuP Pulau-Pulau lain'

Pulau adalah daerah daratan Yang

terbentuk secara alamiah di kelilingi
oleh air dan Yang berada di atas

permukaan air Pada waktu air

putung. Wilayah Perairan Indonesia

menwut Pasal 3 meliPuti laut

teritorial Indonesia, Perairan

kepulauan, dan perairan pedalaman'

Laut Teritorial Indonesia adalah jalur

laut selebar 12 (dua belas) mil laut

yang diukur dari garis Pangkal

k pulurun Indonesia sebaPaimana

dimaksud dalam Pasal 5." Pada

Pasal 4 disebutkan Kedaulatan

Negara RePublik Indonesia di

p.*it* Indonesia meliPuti laut

ieritorial, perairan kepulauan, dan

perairan pedalaman serta ruang udara

;ti atas laut teritorial, Perairan

kepulauan, dan Perairan Pedalaman
serta dasar laut dan tanah di

bawahnYa termasuk sumber

kekayaan alam Yang terkandung di

dalamnya.

34 lbid,hal. 169.
35 Pasal 5 tru No.6 Tahun 1996

wtaralain menyebutkan bahwa garis

pangkal kepulauan Indonesia ditarik

O.ogutt menggunakan garis pangkll

lurus kePulauan. Dalam hal garis

pangkal lurus kePulauan

iebagaimana dimaksud dalam aYat

1t; iidat dapat digunakal, maka

digunakan garis pang-kal biasa atau

garis pangkal lurus'

Pasal6 UU No.6 Tahun 1996

menyebutkan Garis Pangkal

kepulauan Indonesia Yang A{*f
sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 diiantumkan dalam Peta dengan

skala atau skala-skala yang memadai

untuk menegaskan PosisinYa, atay

dapat pula dibuat daftar titik-titik
toorOiriat geografis yang secara jelas

memerinci datum geodetik'

mengumumkan sebagaimana

mesiirya Peta dengan skala 
- 
atau

skala-itat J yang memad ai atau daftar

titik-titik koordinat geografis

sebagaimana dimaksud dalam aYat

(1) serta mendePositkan salinan

aun* titik-titik koordinat geografis

tersebut pada Sekretariat Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa'
Perairan darat: "Perairan di

daerah darat, seperti: sungai, terusan

dan danau".36 Perairan Pedalaman:
"semua prairan di daratan seperti:

sungai-sungai, terusan-terusan,

a*irr-aunu:u dan lain sebagainYa"'37

Perairan territorial: "perairan yang

sepenuhnya sebagian dari wilaYah

suatu negara, sebagaimana,"halnYa

dengan wilaYah daratannYa"'' "

tr. Penegakan Hukum Di WilaYah
Perairan Indonesia

PenyidiAan serta Pelaksanaan
sanksi administrasi atau sanksi

pidana meruPakan bagran akhir

(sluitstuk) dari penegakan hlkuq qa:l

yang pertu adaterlebih dahulu adalah

penifatat Preventif, Yaitu
p.ngi*utao atas Pelaksanaan
p.tut*utt. Pengawasan preventif ini
bit"j"t* kePada Pemberian

Pemerintah Indonesia

36 Anonim, Penerbit Crtra Umbara op'cit'

hal.352.
3' Ibid,hal.353.
38 lbid,hal. 353.

82
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penerangan dan saran serta upaya
meyakinkan seseorang dengan
btjaksana agar beralih dari suasana
pelanggaran ke tahap pemenuhan
ketentuan peraturan.

Pada tanggal 31 Desember
1985 Indonesia, telah meratifikasi
UNCLOS 1982 melalui
pengundangan UU No. 17 Tahun
1985 tentang Pengesahan United
Nations Convention on the Law of
the Sea 1982. Sebagai pelaksanaan
lebih lanjut dari ratifikasi ini, pada
tahun 1996, pemerintah mencabut
IIU No. 4lPrpll960 dan
menggantinya dengan lru No. 6
Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia yang lebih disesuaikan
dengan UU No. 6 Tahun 1996
tentang Perairan Indonqsia yang
lebih disesuaikan dengan ketentuan-
ketentuan UNCLOS lg82.4o

Konvensi PBB tentang
Hukum Laut 1982 menempatkan hak
dan kewajiban negara dalam
memanfaatkan laut disesuaikan
dengan status hukum dari bagian-
bagian laut yang berbeda, yang dapat
dikelompokkan sebagai berikut :4r

1. Berada di barfah kedaulatan
penuh negara
(sovereignty);

2. Negara memiliki hak-hak
eksklusif (sovereign
rights);

3. Tunduk pada prinsip kebebasan di
laut lepas (freedom of the
htgh seas); dan

3koesnadi Hardjasoemantri. 2005. Hukum
Tata Lingkungcm. Edisi Kedelapan. Cetakan
Kedelapanbelas. Yogyakarta : Gajah Mada
University Press. hal, 399.
40 lbid.
4t lbid.

4. Dinyatakan sebagai milik bersama
umat manusia (common heritage
of mankind).

UNCLOS 1982 melahirkan
delapan zonasi pengaturan (regime)
yang berlaku di laut yaitu : ,.
a. Wilayah kedaulatan rregara'."'

1. Perairan Pedalaman (Internal
Waters);

2. Perairan Kepulauan
(Archipelagi c Water s) ;

3. Laut Teritorial (Territorial
Sea); termasuk kedalamnya
Selat yang Digunakan Untuk
Pelayaran Internasional (Strarts
Used .for International
Navigation);

b. Yurisdiksi khusus negara : Zona
(Jalur) Tambahan (Contiguous
Zone);

c. Tempat melaksanakan hak-hak
berdaulat atas sumber daya alam :

1) Zona Ekonomi Eksklusif
(Exclus ive E conomic Zone) ;

2) Landas Kontinen
(Continental Shelfl;

d. Bagian yang tidak dapat dimiliki
oleh negara manapun : Laut Lepas
(High Seas); dan Bagian dari
warisan bersama umat manusia:
Kawasan Dasar Laut Intemasional
(International Sea-b ed Area).

Di sebelah luar dari garis
pangkal ke arah laut lepas, yang bagi
suatu Negara Kepulauan berada di
sebelah luar dari garis pangkal lurus
kepulauannya, dan lebarnya
maksimum hanya sampai 12 mil-
laut. Di Laut Teritorial negara
memiliki kedaulatan termasuk di
ruang udara, dasar laut dan tanah di
bawahnya, serta sumberdaya alam
yang terkandung di dalamnya.
Kedaulatan tersebut dibatasi dengan

az lbid.
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kewajiban untuk memnerkenanfal

kapalkapal asing melaksanakan hak

lintas damai (innocent Passage)'
Hak lintas damai adalah hak Yang

diberikan kepada semua jenis kapal-

kapal asing untuk berlaYar :

l.'Melewati laut teritorial danlatat
perairan kePulauan suatu negara;

2. Secara terus-menerus, langsung

dan secePat mungkin;
3. Tidak menimbulkan gatlggoarl

terhadaP kedamaian, ketertiban

umum, dankeamanan; dan

4. Tidak melakutan kegiatan-

kegiatan Yang dilarang oleh

Konvensi PBB tentang Hukum

Lafi 1982.
Bagian laut YallLg terletak

antara atau menghubungkan satu

bagian da/- ZF.;E atau laut lePas,

dengan bagian lain dari ZEE atat

laui lepas, dan meruPakan bagian

dari perairan wilayah suatu negara'

Pada selat demikian, segala jenis

kapal dan Pesawat udara asing

diierkenankan untuk melaksanakan

hak lintas transit (transit passage)'a3

Hak bagi segala jenis kaPal-kaPal

asing untuk melaksanakan kebebasan

berlayar atau terbang melalui selat

yang digunakan untuk PelaYaran

internasional, secara terus-menerus,

langsung dan secepat mungkiq- dari

tuto bagian ZEE atau laut lePas

menuiu ke bagian lain dari ZEE atau

laut llpas.au Jalur laut yang terletak

di sebelah luar dari batas terluar laut

teritorial yang lebarnya tidak boleh

melebihi 24 tntl'laut diukur dari

garis pangkal darimana laut teritorial

Iersebut diukur. Negara yrisdiksi
khusus untuk melaksanakan

pengawasan Yang berkaitan dengan

bea cukai, fiscal, imigrasi atau

kesehatan (saniter). Yang daPat

dilakukan oleh negam di Zona

Tambahan:as
1. Memerintahkan kaPal manapun

untuk berhenti dan Pejabat Yang

ditunjuk daPat menaiki kaPal

untuk melalcukan Pemeriksaan'
2. MenangkaP kaPal-kaPal Y?'e

dianggiP telah melakukan

pelanggaran terhadaP Peraturan
perundang-undangan
nasionalnYa.

Bagian dari laut lePas beruPa

suatu jalur laut yang terletak ai tq
dan birbatasan dengan laut teritorial

yang lebarnYa tidak melebihi 200

mil-Ilaut diukur dari garis pangkal' Di
perairan, dasar laut dan tanah*. di

bawah ZEE,negua mempunyal :

1. Hak-hak berdaulat untuk

melakukan:
a. EksPlorasi dan eksPloitasi,

keniervasi dan Pengelolaan
sumberdaYa alam haYati

maupun non-haYati;
b. Kegiatan lain untuk eksPlorasi

dan eksPloitasi ekonomi ZEE,

antaru iain beruPa Produksi
energi dari air, arus dan angln;

dan
2. Yurisdiksi berkenaan dengan :

a. Pembuatan dan Pemakaian
pulau buatan,
instalasi dan

bangunan;

b. Riset ilmiah kelautan;

c. Perlindungan dan Pelestarian
lingkungan laut.

Kewajiban negara di ZEE 
""'

ot lbid.
ou lbid.,

" Ibid.
o'Ibid
o4 lbid"
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1. Melaksanakan konservasi
sumberdaya hayati di ZEE
dengan:

a. Menetapkan jumlah tangkapan
yang diperbolehkan (total
allowable catch);

b. Menjamin hasil maksimum
yang lestari (maximum
sust a inab I e y iel d) ; dan

c. Menggalakkan pemanfaatan
secara optimum melalui
penetapan kemampuan untuk
memanen sumberdaya hayati
tersebut (capacity to harvest).

2. Bilamana ada surplus (yaitu
apabila kemampuan daya tangkap
suatu negara lebih rendah dari
jumlah tangkapan yang
diperbolehkan), wajib
memberikan kesempatan untuk
memanfaatkan surplus tersebut
kepada:
a. Negara-negara lain di kawasan

yang sama;
b. Khususnya negara-negara yang

tak berpantai (and-locked
states) dan negara-negara yang
secara geografis kurang
beruntung (geographically
d i s adv ant aged' s tat e s),

3. Menghormati hak rregaru-negara
lain untuk melaksanakan
kebebasan berlayar di laut lepas.

C. Wilayah Perairan Provinsi
Sulawesi Utara

Luas Provinsi Sulawesi utara
adalah: 15.241.46 km2 yang terbagi
ke dalam 9 daerah kabupateffiota
definitif Kabupaten Bolang
Mongondow dengan luas 8.358,04
lcn' merupakan kebupaten terluas di
provinsi ini kernudian di ikuti
berturut-turut oleh kabupaten
Minahasa Selatan, seluas 2.079,10
km', kabupaten Talaud 1.250,92
krn', kabupaten Sangihe 1.013.03

km2, kabupaten Minahasa 973,81
km', kabupaten Minahasa Utara 957,
65 km2, kota Bitung 304,40 km2,
kota Manado 757,91 km2 dan kota
Tomohon 146,60 km2 yang
merupakan daerah terkecil luasnya di
provinsi Sulawesi Utara. Provinsi
Sulawesi utara terdiri dari beberapa
pulau di arrtaranya pulau Manado
Tua, pulau Bunaken, pulau
Mantehage, pulau Siladen, pulau
Talise, pulau Bangka, pulau
Karakelang, pulau Lembeh, pulau
Siau, pulau Tagulandang, pulau
Karakelang, pulau Kabaruang pulau
Biaro, .pulau Sangihe, pulau
Salibabu.*o Batas wilayah perairan
Provinsi Sulawesi Utara, terletak
antara 0015'-5034' lintang utara dan
antara 123007' -127010' Bujur Timur
yang berbatasan dengan Laut
Sulawesi, Republik Philipina dan
laut pasifik sebelah utara serta laut
Maluku di sebelah Timur. Batas
sebelah selatan dan barat masing-
masing adalah teluk Tomini dan
Gorontalo.a' Titik koordinat Perairan
Sulawesi TJtara, 123015'000" Bujur
Timur, 5045' 000' Lintang Utaraso
Dengan melihat keadaan tersebut,
tampak bahwa lautan merupakan
ladang yang masih dapat
menampung berbagai pekerjaan yang
berhubungan dengan laut. Semua
orang dapat melakukan pekerjaan di
laut asalkan mempunyai

asDiduplikasikan pada batukar.info
(http://www.batukar.info) 07 I 10/2009-09 :29
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi
Sulawesi Utara. 2006)aeDiduplikasikan pada botukar.info
(http ://www.batukar. info) 07 I fi 12009 -09 :29
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi
Sulawesi Utara. 2006)
soKepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Sulawesi Utara Direktorat
Kepolisian Perairan.
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pengetahuan, pendidikan,

pengalaman dan keterampilan serta

kemauan yang ada dalam dirinYa'

Sebagai negara meritim kita tetaP

terus tingkatkan pembangunan di
laut, sesuai dengan motto "jales viva

iaya mahe".sl Pengelolaan sumber

daya perikanan oleh Pemerintah
merupakan rezim Pengelolaan
sumber daya dengan Pemerintah
sebagai pemegang kuasa dan

wewenang dalam memanfaatkan
sumber daya. Pemerintah memegang

seluruh hak yang berkenaan dengan

pemanfaatan sumber daya perikanan,

hak akses, hak memanfaatkan, hak

mengatur, hak eksklusif dan hak
mengalihkan.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal

18 menyatakan pada ayat:
(1) Daerah yang memiliki wilaYah

laut diberikan kewenangan untuk
mengelola sumber daYa di
wilayah laut.

(2) Daerah mendapatkan bagi hasil
atas pengelolaan sumber daYa

alam di bawah dasar dan/atau di
dasar laut sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(3) Kewenangan daerah unhrk
mengelola sumber daYa di
wilayah laut sebagaimana

dimaksud pada aYat ( 1 ) meliPuti:
a. eksplorasi, eksploitasi,

konservasi, dan pengelolaan

kekayaan laut;
b. pengaturan administratif;
c. pengaturantata ruang;
d. penegakan hukum terhadaP

peraturan yang dikeluarkan
oleh daerah atau Yang

dilimpahkan kewenangannYa

oleh Pemerintah;
e. ikut serta dalam Pemeliharaan

keamanan; dan
f. ikut serta dalam Pertahanan

kedaulatan negata.
(4) Kewenangan untuk mengelola

sumber daya di wilaYah laut

sebagaimana dimaksud Pada aYat

(3) paling jauh12 (duabelas) mil
laut diukur dari garis Pantai ke

arah laut lepas dan/atau ke arah

perairan kePulauan untuk
provinsi dan ll3 (sePertiga) dari

wilayah kewenangan Provinsi
untuk kabupatenlkota.

(5) Apabila wilaYah larfi antara 2

(dua) provinsi kurang dari 24

(dua puluh emPat) mil,
kewenangan untuk mengelola

sumber daya di wilaYah laut
dibagi sama jarak atau diukur
sesuai prinsip garis tengah dari

wilayah antar 2 (dua) Provinsi
tersebut, dan untuk
kabupatenlkota memPeroleh 1/3

(sepertiga) dari wilaYah

kewenangan provinsi dimaksud.
(6) Ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan aYat

(5) tidak berlaku terhadaP

penangkapan ikan oleh nelaYan

kecil.
(7) Pelaksanaan

:!

ketentuan

sebagaimana dimaksud Pada aYat

(1), ayat (3), aYat (4), dan aYat

(5) diatur lebih lanjut dalam
peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 18 Pada aYat

(3) huruf (b) menjelaskan: Yang

dimaksud dengan "Pengaturan

administratif' dalam ketentlran ini
antara lain perizinan, kelaikan dan

keselamatan. Ayat (a): Yang

dimaksud dengan "garis Pantai"
dalam ketentuan ini adalah5t lbidhal.3.
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perpotongan garis air rendah dengan
daratan. Ayat (6): Yang dimaksud
dengan "nelayan kecil" adalah
nelayan masyarakat tradisional
Indonesia yang menggunakan bahan
dan alat penangkapan ikan secara

tradisional, dan terhadapnya tidak
dikenakan surat izin usaha dan bebas
dari pajak, serta bebas menangkap
ikan di seluruh pengelolaan
perikanan dalam wilayah Republik
Indonesia.
BAB Itr. METODE
PENELITIAN
A. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian
dilakukan dari dua sisi yaitu
penelitian normatif (penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan)
untuk melihat kenyataan hukum.
Penelitian normatif adalah penelitian
pokok khususnya untuk mengkaji
aspek kedaulatan wilayah dan
penegakan hukumnya, sedangkan
penelitian lapangan khususnya
melihat kasus praktik penangkapan
ikan secara ilegal di perairan wilayah
Provinsi sulawesi Utara.
B. Bahan dan Alat :

Bahan hukrim terdiri dari
bahan hukum utama (primer), bahan
hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Bahan hukum utama yang
diperlukan dalam penelitian ini
adalah, peraturan perundang-
undangan nasional dan konvensi
internasional yakni melalui tahapan
identifikasi dan inventarisasi
literaturJiteratur yang terkait dengan
Penegakan Hukum Terhadap
Penangkapan Ikan Secara Ilegal di
Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Selain itu bahan utama dan alat
lainnya yang diperlukan seperti
Buku Teks, Jurnal, Alat Tulis
Menulis, Printer, tinta, Laptop,

kertas, perangkat peraturan
perundang-undangan dan lain-lain.
Sumber hukum sekunder diperoleh
melalui literatur, karya ilmiah, jurnal
ilmiah hukum, web yang terkait
dengan penelitian ini. Bahan hukum
tersier diperoleh dari sumber-sumber
yang terdapat di dalam kamus hukurn
dan lain-lain.
C. Prosedur Percobaan/Ifujian

Persiapan Literatur yang
relevan dengan judul penelitian ini
yakni tekait dengan peraturan
perundang-undangan dan Konvensi
Hukum Laut (UNCLOS 1982 dan
instrumen penegakan hukum yang
mengupayakan terciptanya
keamanan dan ketertiban menuju
pada ketenagan dan ketenteraman di
perairan Indonesia khususnya di
wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
Survey ke lokasi yang menjadi obyek
penelitian yakni Lembaga-lembaga
terkait yang ada di Provinsi Sulawesi
Utara. Melaksanakan tahapan-
tahapan penelitian seperti: tahap
pertama, mengidentifikasi kasus-
kasus praktik penangkapan ikan
secara ilegal. Tahap kedua dilakukan
analisis penegakan hukumnya
dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan. Teknik
analisis data dilakukan setelalt
semua-bahan-bahan hukum telah
diperoleh. Analisis dilalrukan secara
kualitatif dan dijelaskan secara
deskriptif logis dan sistematis.
Analisis komparatif juga diperlukan
untuk membandingkan antara
ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku secara yuridis formal,
pendapat para ahli hukum
menyangkut penegakan hukumnya.
D. Peta Jalan Penelitian

(Roadmap)
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daya ZEE hiduP da3 mgnetaPkan
Ke giatan Penelitian Yang

telah dilakukan sebelumnYa :

1. Solusi Pertentangan dua

Konvensi HIJkum Laut Yang

Mengatur Kawasan

Penambangan Dasar Laut

Dalam, Tahun2000'
2. Hak Jaminan TerhadaP

Kreditor Perbankan Menurut

UU Hak Tanggungan, Tahun

1996, Jumal I]miah Hukum

SERVANDA Volume 1, No'1'

Januari 2006.

3. BerlakunYa Mekanisme
Hukum Kontrak Bisnis Di
Kawasan Penambangan

Dasar Laut Dalam Menurut

KHL-1982, Volume 1, No'3,

SePtember 2006

4. Kewenangan Pengelolaan

Perikanan Dalam Rangka

Otonomi Daerah (Suatu Studi

Di WilaYah KabuPaten

Sangihe,2009-

BAB Itr. HASIL Dfu\
PEMBAHASAN
A. Penegakan Eukum

TerhadaP Praktik
PenangkaPan Ikan Ilegal Di
Perairan Sulawesi Utara

1. Kewenangan Penegakan

ill,i: ru* t.uugui berikut: 
s2

1. Negara Pantal
menentukan
tangkaPan

akan
jumlah

yang

2.

dioErboletrkan (allowable

c it ch) urark ZEE Prlkanan;
Negara Pantai harus

meLperhitungkan inforrrasi

ilmiair terbaik (the best

scientific information) Yang

tersedia;
3. Negara Pantai harus

meigadoPsi langkah-langka!

untul rnencegah eksPloitasi

yang berlebihan (ro Prevent
over-exPloitation);

4. Negara Pantai harus

mernelihara atau memulihkan

sediaan ikan untuk

mengtrasilkan hasil

makiimum berkelanjutan

(MSY), sebagaimana

ditentukan oleh faktor

lingkungan dan eko:romi

yang relevan, dan

5. Tindakan
memPertimbangkan
pada sPesies

berhubungan dengan

harus
efek
yang
atau

Eukum di WilaYah Laut

Provinsi Sulawesi Utara

Menurut hukum

internasional, Negara-n egma pantai

(Coastal states) memiliki sejumlah

kepentingan Yang dilindungi di

wiiayah perairan Yang berdekatan

dengannya. Kewajiban utama negara

,unLi (coastal state) untuk

neneelolaan sumber daya perikanan
"aiz:gl,diatur dalam Pasal61 d*9
dari Konvensi Hukurn Laut PBB'

Pasal 61 tentang konservasi sumber

tergantung Pada sPesies Y.arg

diPanen untuk memastikan

sPesies tersebut 'tidak
terancam secara serlus

(seriouslY threatened)

konvensi Hukum Laut PBB

tahun lg82 mengakui hak negara

pantai untuk menegakkan

perdata dan pidana (coastal state's.

iiglrt to enforce civil and crirninal

liws) di wilayah perairan pedalaman

t' Doona R. Christine. 2004' It Don't Come

EEZ : The Failure and Future of Coastal

St; Firh..i"t Management J
rneUSVartOrut LAW & POUCY' t4 :5-

6.

BB

*.'**f
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dan laut teritorial, untuk menegakkan
hukum yang dirancang untuk
mencegah pelanggaran-pelanggaran
atas bea cukai, fiscal, imigrasi dan
sanitasi dalam zona tambahawrya (to
prevent infringements on its customs,

fiscal, immigration, and sanitary
laws within its contiguous zone),

untuk mengelola secara eksklusif
sumber-sumber alam dalam zona
ekonomi eksklusif dan landas
kontinennya (to exclusively manage
natural resources within its exclusive
economic zone and cantinental
shel/), dan untuk menegakkan hukxm
yang dimaksudkan untuk melindungi
terhadap kerusakan oleh alat-alat
pengotor (to enforced laws designed
to protect against damage by marine
pollutants)." Kewenangan atas zona
ekonomi eksklusif tersebut adalah
hak yang diberikan oleh Konvensi
Hukum Laut PBB, sebagai bagan
dari penegakan atas hukum dan
yurisdiksi negara pantai.

Sebagai konsekwensi dari
hak-hak ZEE yang dimilikinya, suatu
negara pantai dapat melaksanakan
yurisdiksi legislatif, dan penegakan

mengenai hak-hak dalam EEZ
(exercise legislative and enforcement
jurisdiction regarding those rights in
its EE4, dalam rangka untuk
melestarikan dan melindungi sumber
daya hidup. Juga, negam pantai dapat
melaksanakan yurisdiksi legislatif
untuk melarang pembuangan tertenfu
ke wilayah ZEE-nya, atau
membangun jalur laut untuk kapal
yang melintasi ZEE. Penegakan

" Crarg H. Allen. 1989. Doctrine of Hot
Pursuit:AFunctionallnterpretation
Adaptable to Emerging Maritime Law
Enforcement Technologies and Practies.

Ocean Development qnd Internotioftol Law.
20:311.

hukum tersebut memerlukan kaPal

melintasi ZEE yarrg harus diperbaiki
untuk memastikan pengawasan Yang
efektif.5a

Selain itu, Konvensi Hukum
Laut PBB memasukkan ketentuan-
ketentuan khusus (specific
provisions) untuk menjamin
kebebasan navigasi dari armada dan
kapal laut, dan menetapkan batas-

batas yang tegas tentang yurisdiksi
untuk mencegah pelanggaran
kedaulatan oleh negara-negara pantai
yang agresif yarrg berhasrat
memperluas secara unilateral
kewenangannya atas laut.ss Bahkan,
di laut territorial, di mana kapal-
kapal berhak atas hak lintas damai,
Negara pantai dapat melaksanakan
yurisdiksi preskriptif dan
penegakannya hanya tunduk pada

pembatasan hak ini yang merupakan
bagian dari hukum kebiasaan
internasional, berdasarkan Pasal 21

ayat (2) Konvensi Hukum Laut
PBB.56 Jika kapal atau warga rregaru

asing masuk ke wilayah perairan
Indonesia, maka Indonesia sebagai
negara pantai memiliki yurisdiksi
sepenuhnya atas mereka.

2. Kasus-Kasus Penangkapan
Ikan Ilegal Di Perairap
Provinsi Sulawesi Utara

sa Kamal-Deen Ali. 2004. L,efual and Policy
Dimensions of Coastal Zone Monitoring and
Control: The Case in Ghana. Ocernr
Development & International Law. 35 : 184.
55 Scott G. Borgerson. 2009. The National
Interest and the Law of the Sea. Council
Special Report.46:20.
'o Doris Konig. 2002. The Enforcement of
the International Law ofthe Sea by Coastal
and Port States. Mu-Planck-In*itut Jiir
auslcindisches ffintliches Recht und
Vdlkerrecht. Tanpa nomor :4.
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Kejahatan daPat terjadi di
mana dan kapan pun. TimbulnYa

kejahatan menunjukkan bahwa di
masyarakat telah terjadi kesenjangan

sosial, banyak terjadi pengangguran.

Kejahatan terorganisasi dalam

bentuk pencurian ikan di laut, saat ini
sedang marak dilakukan oleh kaPal

penangkap ikan di Perairan laut
Indonesia. Ada hal yang biasanYa

dilupakan, pelaku kejahatan

umunnya hanya ingin mendaPatkan

uang dengan cara pintas, mencuri
kekayaan laut -{engan meramPok

atau merompak." Modus oPerandi

kejahatan di laut dikelomPokkan
menjadi bentuk Pencuria+,
penyelundupan dan peromPakan.ss

Pencurian kekayaan laut dalam

bentuk ikan, banyak dilalarkan oleh

nelayan asing. PenangkaPan ikan
tanpa izin, banyak dilakukan di
perairan laut Indonesia dengan

peralatan lengkap umumnya mereka

mempergunakan pukat harimau.

Modus operandinya bermacam-
macarn attara lain dengan

mempekerjakan nelaYan lokal
mauprut memakai kaPal asing

berbendera Merah dan Putih
(bendera Republik Indonesia),

namun mereka tidak memiliki izin
untuk menangkaP ikaP di Perairan
laut wilayah Indonesia. Pencurian

ikan semacam ini cukuP merugikan

negara. Pernah tertangkap nelayan

asing telah berhasil menangkap ikan

sebanyak 20 ton.5e Kapal asing yang

mencuri ikan di perairan lndonesia

mencapai 1000 kapal Per hari'
Perairan yang rawan Pencurian,
antara lain, laut Natuna Yang

5' Sukandami midi. Op. cit, hal. 29.
58 lbidhal. rTz.
5e lbid.

berbatasan dengan laut Cina Selatan,

perairan Sulawesi Utaru Yarug

berbatasan dengan Samudra Pasifik
dan Laut Arafura. Pencurian ikan

oleh kapal-kaPal asing dilakukan

secara terang-terangan,

menggunakan alat tangkaP Pqkat
harimau (trawl) Yang menangkaP

mulai dari benih hingga ikan besar.

Kerugian Indonesia akibat pencurian

ikan setiap tahun sekitar RP. 30

triliun.60
Kasus pelanggaran hukum di

perairan Sulawesi utara yang terjadi
pada periode Januari - Desember

2009, sesuai data yaog diperoleh dari

Kepolisian Negara RePublik
Indonesia Daerah Sulawesi Utara
Direktorat KePolisian Perairan

(sumber: Daftar Penanganan

Perkara Dit Pol Air Polda Sulut

Tahun 2009) yakni PenangkaPan
terhadap kapal dan ABK Yang
melanggar Perjanjian Kerja Laut
(PKL) yang habis masa berlakunYa,

Penangkapan Warga {qgutu Asing
(UINA) tanpa dokumen."'

uo lbid.6l Penanganan aparat penegakan hukum

terhadap beberapa modus dan bentuk
pelanggaran hukum di perairan Sulawesi

Utara yakni melaksanakan patroli rutin dan

memeriksa kapal dan menemukan WNA
tanpa dilengkapi dengan dokumen Imigrasi;

memeriksa kapal dan ditemukan ABK tanpa

PKL; Buku pelaut telahhabis masa berlaku;

Awak kapal tidak di sijil; saat

melaksanakan patroli rutin diperairan selat

Lembe Bitung telah memeriksa kapal dan

menemukan pelanggaran awak kaPal

berwarga negara Philipina tanpa memiliki
dokumen keimigrasian; Telah mengangkut

kayu jenis Merbau sebanyak + 50 M3 tanpa

dilengkapi dengan dokumen atau tanpa izin;
melakukan tindak pidana perikanan yaitu

berlayar tanpa Surat Izin Berlayar (SIB);

menangkap ikan menggunakan bom,

melakukan penlelidikan penangkapan ikan

90
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pengawasan, penambahan armada
perlu dilakukan sebelum pencuri ikan
makin merajalela.'+ Ada kasus
dimana suatu operasi mensyaratkan
sebuah kapal angkatan laut untuk
mencegat kapal dagang beserta
nakhoda kapal dagang tersebut,
untuk meminimalkan penundaan

dalam sidang, tentang bisnisnya yang
legal." Pelaksanaan penegakan
hukum terhadap kasus-kasus
pelanggaran hukum di perairan
Sulawesi utara, sesuai data yang
diperoleh dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Sulawesi
Utara Direklorat Kepolisian Perairan,
memiliki kendala-kendala sebagai
berikut:
1. Kurangnya personil;
2. Armada Dit Pol Air Polda

Sulut, masih kurang,
dibandingkan dengan luas
wilayah Teritorial perairan
Sulawesi Utara dengan luas yaitu
15.472,98l<ffi2;
Fasilitas armada yang di miliki
oleh Dit Pol Air Polda Sulut
hanya berukuran C7, C2, C3 dan
jika di lihat dari luasnya wilayah
perairan Sulut, seharusnya sudah
menggunakan armada kapal
ukuran B1. Jumlah armada hanya
14 buah;

3. Biaya operasional terbatas;
4. SDM (Sumber Daya Manusia)

yang memahami tentang laut itu
sangat minim, khususnya di
Sulawesi Utara,

5. Dalam proses penyelesaian
perkara pelanggaran hukum di
perairan sulawesi utara seperti

'o lbid. hat. r73
" Chris Griggs . 2005. Legal Constraints on
Maritime Operations Affecting Merchant
Shipping. ML4ANZJournal. 19: 158.

tertangkapnya warga negara
asing (warga negara PhiliPPina)
mengalami hambatan, karena
informasi mengenai status

kewarganegaraan para awak
kapal dari Konsulat PhiliPPina
memerlukan waktu kurang lebih
2 bulan, sehingga menghambat
proses penyelesaian perkara.

Dengan batas wilayah negata
RI yang berupa perairan sangat luas
dan bertetangga dengan negara-

negara lain memerlukan pengawasan

di perbatasan, agar kapal-kapal asing
tidak dengan seenaknya memasuki
negara kita tanpa mematuhi aturan
yang berlaku.'o Patroli keamanan
laui" adalah operasi kehadiran di laut
yang memiliki nilai strategis bagi
eksistensi kedaulatan bangsa dan
keamanan laut di wilayah yurisdiksi
nasional Indonesia. Gangguan
keamanan dan pelanggaran laut
berupa pencurian ikan, pencurian
kayu dan sumber daya alam lainnya
serta pelanggaran batas wilayah oleh
kapal asing membutuhkan kehadiran
kapal patrol untuk pengamanan.

Keterbatasan jumlah kapal dan
anggaran yang disediakan oleh
negara serta kebutuhan pengamanan
wilayah laut NKRI mengakibatkan
perlu adanya tuntutan pemikiran
tentang pengoptimalan penugasan

kapal patroli di sektor operasi
kemanan laut dan penempatan ke
pangkalan pendukungnya, sehingga
tepat jenis dan jumlah serta biay_a

operasioral dalam pengamanan."
Karena itu, Indonesia perlu memiliki
penjaga pantai (Coast Guarfi dalam
rangka penegakan hukum. Sebab
"Coast Guard fisheries enforcement

'ucatot Supramono, Op.cit, hal. 218.
" Ibid,hal. 218.
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in particular is essential to ensure

th; ffictive Protection of the

nationis valuable yet fragile fisheries
resources. In order to be ffictive'
howeter, the Coast Guard requires

adequat e deePw ater re s our ces'- 
Jumlah kaPal Patrol Yang

tidak seirnbang dengan luas wilayah

perairan terutama di Perbatasan

merupakan masalah untuk

pengamanan pengelolaal, perikanan
-lndonesia. 

Jumlah kapal pengawas

laut milik Ditjen Pengawasan

Sumber daYa Kelautan dan

Perikanan, Kementerian Kelautan

dan Perikanan Rt hanYa sebanYak 24

kapal. Jumlah tersebut tampak tidak

ideal untuk dapat mengawasi luasnya

laut lndonesii, karena berdasarkan

hasil riset yang dilakukan oleh Badan

Riset dan Kelautan Perikanan,

jumlah idealnYa adalah 80- unit

it,,g;; so ;nit iapal Pe,,gawas'"
Dalam oPerasi jaring Yan:g

digelar Polri tanggal 9 samPai 28

Disember 2010 di wilaYah rawan

illegal fishing sePerti d] 
-Suml*,

fefri, Kalbar, Maluku, Sulut dan

Pup"u daPat 'rnengungkaP Puluhan

kasus Pencurian ikan di mana r{uYn
orang ditangkap. Dengan perlnclan

yan; ddadilan- tersangka sebanYak

il+- otung, terdiri dari 144 orang

Vietram dan 50 orang WNI, serta

kapal sebagai barang bukti berjumlah

3l kaPal (gresnews.com)'-" Juga,

Konvensi Hukum laut memasukkan

perlindungan dalam ketentuan

lr.ng.rri- tahanan Yang -tida\
r.*Jtti"yu, sehingga m.embatali

kekuasaan negara Pantal uruuK

*"rrurgtuP dan menahan kaPal (to

arrest *O a"tui, vessels)' Dengan

O.*itiun, kaPal dan l<ru Yang -akan
Jibebaskan pada ongkos kirim ikatan

wajar atau keamanan lainnya'"l Jad'

Indonesia sebagai negara Pryt*
benvenang menangkaP dan menahan

oara pelaku Pencurian ikan, untuk

il.*rai* membawanYa ke hadaPan

pengadilan.
Dari Peralatan Pengawasan

perikanan berupa kapal patroli yang

dimiliki oleh Kementerian Kelautan

ian Perikanan dan yang dimiliki oleh

TM AL dan Polri dari segi kuantitas

masih tergolong kurang mencukuPi

aoablla dib*dingkun dengan luas

perairan di Perbatasln Yanq

membentang dari Aceh samPar

dengan PaPua Yang harus -diawasi'
Miri*tYu 

- 
Peralatan tersebut dan

ditambair kualitasnya kurang canggih

mempengaruhi rendahnYa

pengawasan Perikanan Yang a{an

il"tia*pat kepada tingginya ti"g.k?'

pelanggaran UU perikana.l Anabil-1

aitmut mengenai hasil operasl

j*rg Yang dilukukuo oleh Potri

tersebut menunjutftan lebih bu"Yu|
orang asing Yang memasuki wilaYah

o".i[** - 
-Indonesia' Hal ini

'setidaknYa daPat menunjukkan

bahwa hasil P.tit*u' Indonesia

i

7s Matthew Jones. 2008. Enforcement ofUS

Fisheriesjlaws in the EEZ: Anlllustration

ol the Value of the Coast Guard's

Deepwater Missions to the Nation and the

Need to Provide it with Adequate Deepwater

Resources. OCEAN AND COASTAL IAW
JOURNAL.13 : 307.

' " Ibid,hal.218.

'o lbid,hal.219.

tt Jane Rowena Mbendo. 2011' Management

offunas in the Indian Ocean : A Study of

f".".t I*rlementation of International and

Reeional eoncervation and Management-

irr?r*t"t 
- r", Tuna' UniversitY of

Wollongong Research OnlinaW ollongoflg'

80-81.
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lebih banyak dimanfaatkan oleh
orang asing secara ilega1.82

Dengan melihat fasilitas
pengawasan yang kurang memadai,
tidak mungkin dapat melakukan
pengawasan perikanan secara

maksimal. Oleh karena itu perlu
adanya penambahan kapal patroli
yang kualitas dan jumlahnya sejalan
dengan kepentingan pengawasan
perikanan yang seimbang dengan
luas perairan yang diawasi untuk
diberikan kepada ketiga instansi
tersebut. Tambahan kapal patroli
diikuti pula dengan penarnbahan
personel untuk mengoperasikan
kapal patroli serta sekaligus petugas

teknisinya. Di samping itu
pemerintah perlu menyediakan bahan
bakar yang cukup untuk kepentingan
pengoperasian kapal patroli.o'
Apabila semua peralatan pengawasar
dan petugasnya sudah tercukupi tentu
tidak ada alasan untuk tidak
melalrukan pengawasan perikanan
secara ketat dan optimal di perairan
perbatasan sebagai pintu masuknya
kapal-kapal asing ke Indonesia.
Kapal-kapal asing , yang beritikad
buruk sebelum masuk ke perairan
Indonesia segera dihalau dan tidak
perlu menunggu kapalnya masuk
baru dilakukan penangkapan. Jangan
sampai terjadi kita kecolongan yang
disebabkan karena kelalaian petugas

kita sendiri dalam melakukan
kewajibannnya. Paru petugas yang
melakukan pengawasan perikanan di
perairan harus dapat mengindari
penyelesaian perkara perikanan di
luar jalur pengadilan. Semua
tindakan tersebut guna untuk
melindungi pengelolaan perikanan

82 lbid,hal.2zo.
83 lbid.

yang hasilnya dipergunakan untuk
kemahnuran bangsa Indonesia.o* Hal
ini diterima secara luas bahwa,
karena berbagai peningkatan tekanan
yang diberikan di atasnYa, zona
pesisir perlu dikelola. Namun, dari
analisis singkat dari kode utama

legislasi, jelas bahwa pengembangan

kebijakan terpadu untuk pengelolaan

wilayah pesisir sangat sulit karena
perbedaan mendasar dalam undang-
undang (management of the coastal
zofle is very dfficult due to

fundamental discrepancies in these
r r85
tctws).

Rencana akan dibangunnYa
Landasan Pacu oleh TM Angkatan
Laut, merupakan suatu perencaflar.,n

sfiategi militer yang dapat
menunjang Pos Keamanan Ankatan
Laut (Posal). Hal ini menjadi bagran
dari gugus terdepan wilayah
pertahanan keamanan yang berpusat
di Bitung/Lantamal YI. Operasi
Angkatan Laut, misalnya Trisila dan
terakhir Operasional Hiu Macan
hingga Oktober 2004 merupakan
usaha mempertahankan kedaulatn
negara dari perompakan, pencurian
ikan, jalur kelompok^-teroris dan
penyelundupan barang.oo Koordinasi
pengamanan di laut hendaknya
ditingkatkan, menyangkr*
pengelolaan dan pemanfaatan hasil
laut dilalarkan oleh pihak berwenang
sesuai undang-und*g, maupun

* Ibid,hal.zzo.
8s Anne Marie O'hagan & t. Andrew G.

Cooper. 2001. Extant Legal and

Jurisdictional Constraints on kish Coastal
Management . Coaslal Management. 29 : 89.
*6Pailatq S.Y., Kon/litc Perbatascm di
Wilayah Perairan Indanesia, (Jilid 1)

Archipelagic State Tantangan dsn
Perabahan Maritim, KIub Studi Perbatasan,

Cetakan I,2007, hal. 66.
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kewenangan menjaga yurisdiksi dan

kedaulatan di laut demi tegaknYa

Nesara Kesatuan RePublik

Ind"onesia.s' Tindakan Penegakan
hukum dimaksudkan untuk

menegakkan hak-hak di bawah rezim

ZEEyangdiizinkan di bawah hukum

internasional. Memang, mengambil

tindakan untuk menegakkan hak-hak

negara pantai seperti menaiki kapal

dan pemeriksaan meruPakan

tindakan yang sah dari hak-hak ini'""
Pelaksanaan kewenangan negara

Indonesia tersebut secara yuridis

dij amin berdasarkan rezim ZEE.
Ketahanan nasional (Tannas)

Indonesia dinamis bangsa Indonesia

yang meliPuti segenap asPek
-kehidupan 

nasional yang terintegrasi'

Tannas berisi keuletan dan

ketangguhan Yang mengandung

kemampuan untuk mengembangkan

kekuatan nasional dalam menghadapi

dan mengatasi segala tantangan,

ancaman, hambatan dan gangguan

baik yang datang dari luar mlupun

dari dalam dan untuk menjamin

identitas, integritas, kelangsungan

hidup bangsa. dan negara serta

p".j.*g*n ,n mencaPai tujuan

naslonatnya.
Dalam Pengerfian tersebut,

ketahanan nasional adalah kondisi

kehidupan nasional Yang harus

87 lbid,hal. 69.
st Raihel Baird. 2007. Foreign Fisheries

Enforcement : Do Not Pass Go, Proceed

Slowly to Jail - Is Australia Playing by the

Rules? WSW Law Journal.30 : 5.
8'S. Sumarsono, Agus Susarso, Hamdan

Mansyur, Sudrajat, R.L. PitoY, Akan

Maskan, W, SuParmaq Bastian Umar,

Zamrudy Anwar, Mardy Arief, AN Sobana"

Tjiptadi, Muklis Murak, Yudi Agustono,

Chambali. 2006. Pendidilrun

Kewmganegaraan' Jakarta : PT' Gramedia

PustakaUmum. Hal. 106.

diwujudkan. Kondisi kehiduPan

tersebut sejak dini dibina secara terus

menerus dan sinergis mulai dari

pribadi, keluarga, lingkungan,- da3rah
'tlan 

nasional. Proses berkelanjutan

untuk mewujudkan kondisi tersebut

dilakukan berdasarkan Pemikiran
geostrategi beruPa konsePsi Yang

Iir*.*g dan dirumuskan dPngan

memper[atikan kondisi bangsa dan

konstelasi geografi Indonesia'

Konsepsi tersebut dinamakan

konsepsi ketahanan nasional

Indonesia.eo
BAB IV. PENUTI]P
A. KesimPulan
1. Penegakan hukum terhadaP

praktik Penangkapan ikan secara

ilegal di Perairan Provmsl
Sulawesi Utara dilaksanakan oleh

Dit Pol Air Polda Sulut dan

dilaksanakan sesuai dengan

peraturan Perundang-undangan
yang berlaku melalui Proses
penangkaPan, PenYelidikan,
penyidikan, Penuntutan |un
pemeriksaan di Pengadiln
balam Proses PenYelesaian
perkara banYak terjadi tindak

pia*u ringan Yang t91+
-tliselesaikan 

dan kasus-kasus lain

tidak daPat diProses lebih lanjut

karena tidak cukuP 
" 

bukti

memenuhi unsur-unsur tindak
pidana dan beberaPa kasus

iementara dilimPahkan ke Polda

Sulut untuk diproses selanjutnya'

Untuk Pelanggaran administrasi

pelayaran diselesaikan melalui

pernbinaan dan kewajiban

,ut'*oau dan awak kaPal untuk

mengurus dokumen PelaYaran
yang diPerlukan.

9B

t

'o lbid.
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2. Hambatan dalam penegakan

hukum, yaitu kurangnya personil
Dit Pol Air Polda Sulut di
bandingkan dengan luas wilayah
Teritorial perairan Sulawesi
Utara untuk melaksanakan tugas

oeprasional di lapangan dan

kurangnya fasilitas armada yang

di miliki. Kendala lainnya seperti
biaya operasional terbatas dan

sumber daya manusia. Dalam
proses penyelesaian perkara
pelanggaran hukum di perairan
sulawesi utara banyak mengalami
hambatan, karena informasi
mengenai status
kewarganegaraar para awak
kapal memerlukan waktu yang
relatif lama dari negara lain para

awak kapal berasal.
B. Saran
1. Penegakan hukum terhadap

praktik penangkapan ikan ilegal
di perairan provinsi Sulawesi
Utara memerlukan kerjasama
antara pemerintah lintas sektoral
dengan Dit Pol Air Polda Sulut,
termasuk peran serta masyarakat
untuk melalukpn pemantauan,

evaluasi dan pelaporan terhadap

semua aktivitas di Perairan
Provinsi Sulawesi Utara Yang
melanggar ketentuan-ketentuan
yang berlaku. Proses hukum
terhadap pelaku Pelanggaran
hukum perlu dilaksanakan secara

efektif oleh lembaga Peradilan
guna lnencegah dan memberantas

bentuk-bentuk Pelanggaran
htrkum di perakan Sulawesi

Utara.
2. Kendala-kendala dalam

penegakan hukum, memerlukan
perhatian dari pemerintah untuk
segera mengidentifikasi dan
iventarisis berbagai kebutuhan
yan-g perlu disediakan sePerti
penambahan jumlah Petugas,
fasilitas armada kapal patroli,
biaya operasional, kualitas
sumberdaya manusia melalui
kursus dan pelatihan termasuk
peningkatakan kerjasama dan
koordinasi dengan perwakilan
negara lain yang ada di Indonesia
guna mempercePat Proses
penyelesaian perkara yang

melibatkan awak kapal warga
negara asing.
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